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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 dan PP No. 96 tahun 2012 tentang Layanan
Publik serta Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik maka
penyelenggara pelayanan harus melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan

publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

BBPOM di Padang sebagai institusi layanan public secara periodic melaksanakan
survey kepuasan masyarakat pengguna layanan. Jika pada tahun — tahun sebelumnya
dilaksanakan sekali dalam setahun maka tahun ini direncanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Ini bertujuan agar masukan dari masyarakat untuk peningktanan kualitas layanan juga

semakin mengalami peningkatan.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan terus-
menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai.
Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak

mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
¢ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

e Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

e Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat
yang diperoleh dari hasil pengukuran atau pendapat masyarakat terhadap mutu dan kualitas

pelayanan yang telah diberikan oleh BBPOM di Padang.

Adapun sasaran pelaksanaan SKM adalah:
1. Masyarakat sebagai pengguna layanan

2. Intansi pemerintah dan swasta sebagai penggna layanan sekaligus mitra kerja



BAB I
PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM
Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2023 dilaksanakan dengan membentuk

tim pelaksana kegiatan survei kepuasan masyarakat (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM selain untuk mengukur kepuasan masyarakat juga diikutsertakan
survey persepsi anti korupsi dengan tujuan agar pengguna layanan tidak mengikuti survey
secara berulang, Survey dilakukan menggunakan kuisioner online disebarkan kepada
pengguna layanan. Kuisioner kepuasan masyarakat terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang
mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima
berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang
ditanyakan dalam kuesioner SKM BBPOM di Padang yaitu:

1. Persyaratan: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan
bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian: Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/tarif: Biaya/tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang
besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil
pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki
oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku pelaksana: Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan
pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, saran dan
masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat
dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan

penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana
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digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda

yang tidak bergerak (gedung).

Survey persepsi anti korupsi memuat pertanyaan tentang :

1.

Integritas petugas pada unit pelayanan

Layanan Tanpa diskriminasi

Pemberian pelayanan sesuai prosedur dan tanpa indikasi kecurangan

Pelayanan yang diberikan tanpa praktik pemberian imbalan uang/barang

Pelayanan tanpa praktik pengutan liar (PUNGLI)

Pelayanan tanpa praktik percaloan / perantara / biro

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan secara online  pada waktu jam

pelayanan maupun di luar jam layanan serta pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh

responden sebagai penerima layanan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per tahun dan pelaksanaan survei kepuasan

masyarakat memerlukan waktu selama 6 bulan dengan rincian sebagai berikut :

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Jumlah Hari Kerja

1. | Persiapan Januari 2023 8

2. | Pengumpulan Data/Pengisian | Februari-April 2023 30
Kuisioner

3. | Pengolahan Data dan Analisis | Maret 2023 10

4. | Pelaporan Maret 2023 10

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Jumlah pelanggan layanan perhari tidak banyak sehingga target responden adalah

seluruh penerima layanan pada rentang waktu survey.




BAB III
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Data Responden
Berdasarkan hasil pengumpulan data jumlah responden penerima layanan yang

diperoleh yaitu 59 orang responden dengan rincian sebagai berikut:

No. | Karakteristik Indikator Jumlah Persentase
1. | Jenis Kelamin Laki 32 54.24
Perempuan 27 45.76
2. | Pendidikan < SMA/sederajat | 4 6.78
D1/D2/D3 12 20.34
D4/S1 38 64.41
S2/Profesi/S3 5 8.47
3. | Pekerjaan Pegawai 1 1.89
BUMN/D
Pelajar/ 12 22.64
Mahasiswa
PNS/TNI/Polri | 27 50.94
Pegawai Swasta | 4 7.55
Wiraswasta 1 1.89
Perusahaan 0 0.00
pengurusan jasa
kepabeanan
Lainnya 8 15.09
4. | Usia <25 Tahun 15 25.42
26-30 Tahun 13 22.03
31-35 Tahun 12 20.34
36-40 tahun 14 23.73
> 41 Tahun 5 8.47




3.2 .1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan Linkert dan diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Nilai SKM per jenis layanan

Jenis Layanan Ul U2 U3 U4 U5 U6 u7 U8 U9 Nilai
SKM
Layanan 91.81 | 90.40 | 90.11 | 90.11 | 90.11 | 91.81 | 92.09 | 90.40 | 91.81 | 91.55
Informasi dan
pengaduan
b. Nilai SKM per unsur dan unit pelayanan
Unsur Pelayanan 2022 TWI Naik/Turun
2023

Ul | Persyaratan 88,98 |91.81 2.83

U2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur 90,40 | 90.40 0.00

U3 | Waktu Penyelesaian 90,96 | 90.11 -0.85

U4 | Biaya/Tarif 91,53 | 90.11 -1.42

U5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 91,53 |90.11 -1.42

U6 | Kompetensi Pelaksana 91,53 | 91.81 0.28

U7 | Perilaku Pelaksana 96,33 | 92.09 -4.24

U8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan | 92,37 | 90.40 -1.97

Masukan
U9 | Sarana dan Prasarana 91,24 | 91.81 0.57
Nilai SKM Unit Layanan 91,65 91.55 -0.1
3.2.2 Indek Persepsi Anti Korupsi

Jenis Layanan Ul U2 U3 U4 Us Nilai IPAK
Layanan Informasi dan | 92.66 | 90.96 | 92.66 93.50 | 93.50 | 92.66
pengaduan




BAB IV
ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan Pelayanan Publik Dan Rencana Tindak Lanjut
Berdasarkan hasil SKM Triwulan I Tahun 2023 telah dilakukan analisis penyebab
permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan

publik maupun pengambilan kebijakan dan rencana tindak lanjut perbaikan.

BAB YV
KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai

Januari hingga September 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

e Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Besar POM di Padang secara umum mencerminkan
tingkat kualitas yang sangat baik dengan nilai SKM 91,55. Namun terjadi penurunan nilai
0.1 dibanding tahun 2022. Ini akan dijadikan masukan untuk peningkatan di triwulan

berikutnya.

Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Padang

Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si



